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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah

menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Sidoarjo 10 Agustus
1992, Umur 28 Tahun, Pekerjaan Buruh Harian Lepas,
Agama Islam, Pendidikan SD, Alamat Jalan Tambusai, RT
013, RW 004, Desa Tualang, Kecamatan Tualang,
Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh
Kuasanya ROBIN, S.H., M.H., Advokat pada LAW
OFFICE ROBIN IMRAN & PARTNERS, beralamat di
Jalan Lobai Abu, Kepenghuluan Tanjung Medan,
Kecamatan Tanjung Medan, Kab. Rokan Hilir, Provinsi
Riau, 28983, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung
Tanjung nomor 75/SK/1/2021, tanggal 25 Januari 2021,
sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, Jenis kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Sungai Kubu, 07
Mei 1989, Umur 38 Tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
Agama Islam, Pendidikan SD, Alamat Jl. Dusun Sukma,
RT 002, RW 001, Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu,
Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau,
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;
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Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah terdaftar di
kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dengan Nomor
89/Pdt.G/2021/PA.Utj, tanggal 25 Januari. 2021, mengajukan permohonan
cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat
dalam perkawinan yang sah, melangsungkan akad nikah pada tanggal 24
Januari 2013 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sesuai dengan Kutipan Akta
Nikah Nomor : 029/29/1/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Ursan Agama
(KUA) Kecamatan Kubu, pada tanggal 25 Januari 2013;

2. Yang mana pada saat dilangsungkannya perkawinan, Pemohon berstatus
perjaka sedangkan Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama
sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua
Termohon di alamat JI. Dusun, RT 02, RW 001, Kepenghuluan Sungai
Kubu Hulu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau
Kepenghuluan Babussalam, Kecamatan Pujud, kabupaten Rokan Hilir,
Provinsi Riau, Sampai akhirnya Pemohon pergi meninggalkan rumah dan
semenjak itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal
bersama lagi sebagai mana layak suami istri;

4. Bahwa selama ikatan Pernikahan, Pemohon dan Termohon telah
melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba’da dukhul);

5. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 1
(satu) anak yang bernama Herman Syaputra Bin Eko Purwanto, lahir pada
tanggal, 7 Nopember 2013. saat ini anak tersebut di asuh oleh Termohon;

6. Bahwa di dalam menjalani hubungan rumah tangga tersebut antara

Pemohon dan Termohon pada awalnya telah hidup rukun layaknya
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pasangan suami istri, walaupun terkadang timbul
perselisihan/percekcokan namun dapat diselesaikan;

7. Bahwa sejak bulan maret tahun 2016 hubungan pernikahan Pemohon dan
Termohon sudah mulai tidak harmonis dan selalu terjadi

perselisihan/percekcokan secara terus menerus, antara lain :

7.1. Bahwa Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon, dimana
Pemohon bekerja;

7.2. Bahwa Termohon sering bertengkar dengan Pemohon karena
Termohon tidak mau di ajak tinggal di rumah sendri (tidak tinggal
dirumah orang tua Termohon);

7.3. Bahwa Termohon sering bertengkar dengan Termohon karena
Termohon merasa uang yang di berikan oleh Pemohon tidak cukup,
(Termohon ingin hidup mewah);

7.4. Bahwa Termohon selalu menolak kalau pemohon mengajak
Termohon untuk Berhubungan suami Istri:

7.6. Bahwa Termohon juga Pernah mengatakan kalau saya ada uang
mau saya menggugat cerai kamu bang;

8. Puncak Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi
pada juni 2020, dimana waktu itu Pemohon pulang dari bekerja di
Perawang, dan malamnya Pemohon mengajak Termohon untuk
berhubungan badan namun Termohon menolak dan keesokan harinya
Termohon mengatakan kalau aku ada uang sudah kuceraikan kau bang,
mendengar kata-kata Termohon seperti itu terjadilah Pertengkaran antara
Pemohon dengan Termohon, pada hari itu juga akhirnya Pemohon pergi
meninggalkan rumah dan sebelum pergi dari rumah Pemohon
menyampaikan kepada orang tua Termohon apa-apa yang di ucapkan
oleh Termohon dan Pemohon juga menyapaikan bahwasanya Pemohon
sudah tidak sanggub lagi hidup dengan Termohon, setelah Pemohon
menyampaikan hal tersebut Pemohon langsung pergi meninggalkan
rumah dan Pulang kerumah orang tua Pemohon di alamat Jalan
Tambusai, RT.013, RW.004, Desa Tualang, Kecamtan Tualang,
Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan semenjak kejadian tersebut antara
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Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sebagai
mana pasangan suami istri yang sah selama lebih kurang 10 (sepuluh)
bulan ;

9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga,
tapi Termohon tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa menurut hemat Pemohon sudah tidak ada lagi jalan lain untuk
memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, dan membina rumah
tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian,
permohonan talak Pemohon ini telah memenuhi persyaratan
sebagaimana yang di atur dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini berkenan menentukan hari persidangan untuk memeriksa
perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya serta
berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2.  Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak
satu raj’i terhadap Termohon (Termohon);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan

Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap
ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil’/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;
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Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil
permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan
Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya permohonannya Pemohon telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 029/29/1/2013 yang dikeluarkan oleh
Kantor Ursan Agama (KUA) Kecamatan Kubu, pada tanggal 25 Januari
2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;
B. Saksi:
1. Saksi, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
merupakan Tetangga dekat Pemohon, yang sudah seperti keluarga
sendiri;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat
tinggal di Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu, Kecamatan Kubu,
Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan
rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangga
Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan baik, antara
Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon
dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau diajak tinggal di
rumah sendri, selain itu Termohon juga sering merasa kurang

dengan uang yang Pemohon beri;
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- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon bertengkar dengan
Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak
bulan Juni tahun 2020;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon untuk
rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. Saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
merupakan tetangga Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan suami istri sah
yang menikah sekitar tujuh tahun yang lalu, dari pernikahannya
Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat
tinggal di Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu, Kecamatan Kubu,
Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan
rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tiga tahun usia
pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak
rukun dan baik, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon
dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau diajak tinggal
terpisah dengan orang tua Termohon, selain itu Termohon juga
sering merasa kurang dengan uang yang Pemohon beri;

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon bertengkar dengan
Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak
sekitar enam bulan yang lalu;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon untuk
rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
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Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan
yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan
Termohon dan mohon agar pengadilan menjatuhkan putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya putusan ini, maka semua hal yang termuat
dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan perkara ini mengaku
sedang terikat dalam sebuah perkawinan secara Islam dengan Termohon,
kemudian mengajukan permohonan cerai talak dengan memohon agar diberi
izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka berdasarkan Pasal 14
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki legal
standing untuk mengajukan perkara ini, karena merupakan pihak yang
berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang
diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang
dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a)
berikut penjelasannya pada angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon dan Termohon telah dilakukan
panggilan secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dengan
demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (1) R.Bg. juncto.
Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon

secara in person telah datang menghadap di muka persidangan, hal mana
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telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun
1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak pernah hadir dan tidak menunjuk orang
lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut bukan
karena suatu alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon berdasar
hukum, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,
Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa
hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka keterangan
Termohon tidak dapat didengar di persidangan dan oleh karenanya pula
mediasi yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2016 juncto Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka selama pemeriksaan perkara ini
majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali
dengan Termohon dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon
mengajukan permohonan cerai talak supaya Pemohon diberikan izin oleh
Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk menjatuhkan talak satu raj’i Pemohon
terhadap Termohon, dengan alasan karena antara Pemohon dan Termohon
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak
ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dalil-dalil yang
telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon
dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
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Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto
Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991
Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya menentukan bahwa perceraian
dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka
Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan
mengabulkan permohonan Pemohon meskipun tanpa hadirnya Termohon,
namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim membebankan
pembuktian kepada Pemohon dengan memeriksa bukti-bukti, dan oleh karena
perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan
pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal
22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, Pemohon diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga
dan orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar
keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon
telah mengajukan alat bukti P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik dan telah
bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan
mengenai peristiwa pernikahan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti
tersebut telah memenuhi syarat formal, serta mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta
otentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi

penduduk yang beragama Islam dikeluarkan oleh instansi yang berwenang
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yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sesuai dengan Pasal 2
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 5
Kompilasi Hukum Islam juncto pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa
antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan
bukti 2 (dua) orang saksi, di mana keduanya merupakan orang-orang yang
dekat/kenal dengan Pemohon dan Termohon, yang harus didengar
kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 juncto Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut
tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (vide 172 R.Bg. dan
Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi Saksi (vide
Pasal 174 R.Bg), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah
memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (vide Pasal
175 R.Bg), dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti
Saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi a quo
telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan
mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg, serta
saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara
keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling

berlawanan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg juncto
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1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut

relevan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan
keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah
diajukan Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian
sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24
Januari 2013 di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

2.  Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan sudah berpisah
tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2020;

3.  Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan
Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

2.  Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (broken
home);

3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Pemohon dan
Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon
dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan
Pemohon berhak mengajukan permohonan terhadap Termohon ke Pengadilan
Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (2) tersebut menunjukkan bahwa
antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan
penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling

mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Pemohon dan
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Termohon sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan
keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam
surat al-Rum ayat 21:
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Artinya: ‘Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu
merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia
menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada
yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
berfikir.”;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan
untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fighiyah

yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim menyatakan:
ﬁmdﬁ e b;.; ?.ﬁb.‘uww\ S

Artinya: “Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih
manfaat.”;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (3) pihak keluarga telah berusaha
mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah
tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap Kkali
persidangan telah berusaha menasehati agar Pemohon merenungkan kembali
bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi
Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh
Allah, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, maka dalam hal
ini Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah
sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil

permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan
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Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu
permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti dan
tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap
di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang
di muka sidang, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg. permohonan
Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon telah cukup
alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun
1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dengan memberi izin kepada Pemohon
untuk menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Termohon di depan sidang
Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam

yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILLI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu
raj’'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama

Ujung Tanjung;
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4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2020 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Surya Darma
Panjaitan, S.H.l., M.H., sebagai Ketua Majelis, Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.,
dan Rizal Sidig Amin, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan
dibantu oleh Jufriddin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota Ketua Majelis

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H. Surya Darma Panjaitan, S.H.l., M.H.

Hakim Anggota

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Panitera Pengganti

Jufriddin, S.Ag.
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Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp30.000,00
Proses Rp50.000,00
Panggilan dan PNBP Rp1.070.000,00
Redaksi Rp10.000,00
Meterai Rp12.000,00
Jumlah Rp1.170.000,00

(satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)

o~ 0D
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